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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.1 Secara 

institusional dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tersebut antara lain dengan adanya Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan 

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2 

Kepolisian dengan demikian disebut sebagai salah satu lembaga yang 

merupakan lembaga penting dalam memainkan tugas utama sebagai penjaga 

keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat”.3 Dari pasal tersebut jelas bahwa kepolisian merupakan bagian dari negara 

                                                             
1Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  

Indonesia 
3Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 



2 
 

yang bertugas menegakan  hukum serta kepolisian merupakan lembaga pelayanan 

publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisi ini menempatkan kepolisian 

sebagai institusi pelayanan publik yang menempatkan kepolisian sebagai bagian dari birokrasi 

negara dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 menegaskan bahwa:  

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam 

negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia.” 

 

Salah satu tugas pelayanan publik oleh kepolisian adalah dibidang pengaturan dan 

pengendalian lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan: 

“Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, 

sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang 

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa 

jalan dan fasilitas pendukung.” 

 

Pengaturan dan pengendalian lalu lintas di dalam pasal tersebut menyatakan  Polisi 

berhak melakukan diskresi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Polisi akan 

melakukan tindakan Diskresi dalam keadaan tertentu yaitu pada saat keadaan sistem lalu lintas 

tidak berfungsi dengan baik. Contoh diskresi, seorang polisi lalu lintas yang memerintahkan 

pengendara sepeda motor dan mobil agar jalan meskipun lampu pengatur lalu lintas sedang 

menunjukkan warna merah, dengan memberi tanda-tanda supaya mereka tetap berjalan. Hal 

ini dilakukan Polisi agar lalu lintas berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Pasal 1 

Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa 

diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak 
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mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.4 Wewenang 

diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik IndonesiaPasal 18 Ayat (1),yaitu: 

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri.” 

 

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002Pasal 18 ayat (1) diterangkan 

bahwa bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yangdapat dilakukan oleh 

anggota Polri yang dalam bertindak harus dipertimbangkan manfaat serta resiko dan 

tindakannya betul-betul untuk kepentingan umum. 

Kekuasaan diskresi pemerintah dalam pengertian sebagai kebebasan bertindak 

pemerintah  memilik dua bentuk, yaitu :  

1. Kebebasan Kebijakan (beleidsvrijheid)  

Manakala peraturan perundang-undangan memberi kewenangan tertentu kepada organ 

pemerintahan sementara organ tersebut bebas untuk menggunakannya meskipun syarat-syarat 

bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.  

2. Kebebasan penilaian (beoordelingsvrijheid)  

Manakala sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai 

secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu kewenangan secara 

sah telah dipenuhi.5 

Keputusan dan/atau tindakan menurut J.Reason yaitu keputusan dianggap sebagai suatu 

hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur 

tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan penegakan hukum merupakan 

usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi 

                                                             
4Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
5Menurut N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, Pemerintahan menurut hukum 

(Wet-en Rechtmatig Bestuur), Surabaya: Yuridika, 1992, hlm. 6-7    



4 
 

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.6Dengan 

ditempatkan personil polisi dalam pengaturan lalu lintas yaitu agar dapat memberi rasa aman 

dan nyaman bagi warga masyarakat pengguna jalan. Walaupun ada alat pemberi isyarat lalu 

lintas sebagai pengatur lalu lintas, akan tetapi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 

melakukan tindakan;7 

a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan. 

b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus; 

c. mempercepat arus Lalu Lintas; 

d. memperlambat arus Lalu Lintas;  

e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas; 

f. menutup dan membuka arus lalu lintas. 

Penulis tertarik untuk menyoroti Wewenang Diskresi yang dilakukan oleh  Polisi dalam 

hal pengaturan dan pengendalian Lalu Lintas.  Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan 

dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.8 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuatnya dalam dalam bentuk skripsi 

yang berjudul: “WEWENANG DISKRESI KEPOLISIANDALAM PENEGAKAN 

HUKUM LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 

2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA’’ 

B. Rumusan Masalah : 

   Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

                                                             
6 ShantDellyana. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32. 
7 Pasal 104 ayat (1) UU LLAJ dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan 

Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”) 
8Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
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1. Apa yang menjadi dasar tindakan diskresi oleh anggota polisi dalam rangka 

mewujudkan kelancaran dan tertib berlalu lintas? 

2. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh anggota polisi dalam melaksanakan 

wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap 

pelanggar lalu lintas? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apa yang menjadi dasar tindakan  diskresi 

oleh polisi dalam rangka mewujudkan kelancaran dan tertib berlalu lintas. 

2. Untuk menjelaskan prosedur yang dilakukan oleh polisi dalam Untuk melaksanakan 

wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap 

pelanggar lalu lintas. 

D.  Manfaat Penelitian 

 Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik 

dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Wewenang 

Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan 

akademisi dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai Wewenang 

Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

  Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam 

ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan permasalahan 

hukum mengenai Wewenang Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Penelitian ini 

hanya difokuskan pada Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu 

Lintas. 

F. Kerangka Teori   

  Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat 

permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh 

selanjutnya dapat jelas dan konsisten.9 Adapun teori-teori yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Teori Diskresi 

 Khrisna Djaya Darumurti menyatakan bahwa pusat isu teoritis konseptual dalm 

menganalisis konsep diskresi adalah tegangan (tension) yang terjadi antara tindakan 

menjalankan undang-undang (atau peraturan perundang-undangan dalam 

pengertian yang lebih luas) secara legalistik versus tindakan menyimpang dari 

undang-undang (atau peraturan perundang-undangan dalam pengertian yang lebih 

luas).10 

 Diskresi menurut B.V. Harris sebagaimana dikutip oleh Khrisna, pada 

hakikatnya menampakkan satu kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan 

bertindak sesuai aturan umum (general rule) dari peraturan perundang-undangan 

(pendekatan rule-based atau rule following). Pengecualian tersebut mengandung 

                                                             
 

9Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65. 
10Khrisna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, Yogyakarta: Genta Publihsing, 2016, hlm.21. 
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karakter yang berhubungan erat dengan kebebasan yang disertai dengan ruang 

lingkup luas secara fungsional berbanding lurus terhadap cakupan dari 

kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintah.11 

 Menurut Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, diskresi yang 

diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi 

logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum diskresi 

tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu Sjachran Basah mengemukakan 

unsur-unsur diskresi dalam suatu negara hukum yaitu:12 

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik; 

b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 

c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 

d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 

e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persolan 

penting yang timbul secara tiba-tiba; 

f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada 

Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum. 

2. Teori Kewenangan 

 Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal 

berwenang, hak dan kekuasaaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.13 

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal 

dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif 

administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah 

kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu 

bidang pemerintahan.14 

                                                             
11Ibid, hlm.24. 
12Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013. hlm.170-171. 
13 Tim Bahasa Pustaka, 1996. hlm. 1128. 
14 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78. 
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 Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan 

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 

eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan 

unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di 

samping unsur-unsur lainnya, yaitu: 

  a. hukum; 

  b. kewenangan (wewenang); 

  c. keadilan; 

  d. kejujuran; 

  e. kebijakbestarian, dan; 

  f. kebijakan.15 

3. Teori Kemanfaatan  

 Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah 

atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah, 

“The greatest happiness for the greatest number”. Artinya, “Kebahagiaan yang 

terbesar untuk jumlah yang terbanyak”. Ajaran Bentham disebut juga sebagai 

eudaemonisme atau utilitarisme.16 

John Stuar Mill Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa 

suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin 

kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk 

menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh 

siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup 

semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat  manusia.17 

 

 

                                                             
15 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm.37-38. 
16Benjamin Constant, Cours de Politique Constitutionnelle, Paris: Nouv Ed. 1, 1836, hlm. 277-293. 
17Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, raja grafindo persada,2004, hlm.24. 
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4. Teori Penegakan Hukum Adiministrasi. 

Setiap Negara memiliki tujuan bagaimana memberikan kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi warga negaranya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka 

dalam menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang 

berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing.18 Ditinjau dari sudut 

pertumbuhan dan perkembangan hukum administarsi negara, dalam suatu negara 

modern, maka campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan 

masyarakat menimbulkan kebutuhan akan adanya perangkat-perangkathukum 

administrasi yang dapat memberikan perlindungan melalui penegakan hukum 

administrasi.19 

Menurut P.Nicolai dan kawan-kawan sarana penegakan hukum administrasi 

berisi:20 

1. Pengawasasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada 

atau berdasarkan undang-undang yang bditetapkan secara tertulis dan 

pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada 

individu. 

   2.  Menerapkan kewenangan dan sanksi administrasi.  

 G. Metode Penelitian 

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali 

itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

                                                             
18 Mas’udi, Negara kesejahteraan dan hukum administrasi negara. Dalam SF.Marbun dkk, Dimensi-Dimensi 

Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, hlm.59 
19ibid; hlm. 60 
20 P. Nicolai, et.al., op.cit., hlm. 469 
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tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.21 

 Dalam penulisan skripsi ini, penggunaan metode adalah untuk merumuskan 

permasalahan,mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, sertamerumuskan 

pembahasan mengenai Wewenang Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum 

Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian. 

 Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.22 

Metode penelitian hukum normatif atau juga disebut metode penelitian hukum 

kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.23 

 Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan 

untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan 

penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif 

adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan 

kewajiban).24  

 

                                                             
21Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134. 
22 JohnnyIbrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Malang: Bayumedia Publishing,2006, 

hlm. 295. 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. 

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14. 
24 Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Tahun 2006, hlm. 50. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yatu:  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) 

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 

fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.  Namun analisis hukum yang 

dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statuteapproach) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau 

lebih pendekatan lain yang cocok.    

Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

tepat dalam mengahadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini 

mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 

b. Pendekatan Konseptual (Consceptual Approach) 

Pendekatan konsepsual ini bersumber dari pandangan atau doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.25 Dengan kata lain penulis mencari dan 

memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang wewenang diskresi 

kepolisian dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. 

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum 

yang berkembang. Hingga memahami dan menelaah latar belakang dan 

perkembangan pengaturan isu hukum yang dihadapi. Pada akhirnya dapat 

memahami filosofi dari Wewenang Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum 

Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. 

                                                             
25Ibid, hlm 93. 
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3.  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. 

Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data yaitu: 

1. Data sekunder 

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan 

hukum, yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat 

secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan 

Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu 

Lalu Lintas. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa 

dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum 



13 
 

administrasi negara, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-

undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.26 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini 

bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum,  kamus bahasa 

Indonesia dan sebagainya. 

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum ialah studi 

kepustakaan (library reaserch), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara 

menyelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang, 

Literatur, serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal, dan surat kabar serta dokumen 

tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja. 

 Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang 

telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, 

dan sistematis.27 Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang 

dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum 

yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu bahan 

                                                             
26 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm.118. 

 
27 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajawaliPers, 2007, hlm.10. 
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hukum yang ringkas dan juga sistematis, dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat 

menjawab pertanyaan dalam skripsi ini. 

4. Penarikan Kesimpulan 

 Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor 

(pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus),  

dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.28 

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, 

maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan 

penelitian ini, sehingga mendapatkan kekuasaan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi 

pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data 

yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dianalisis. 

 

 

                                                             
28Ibid hlm.47. 
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